ABSTRAK

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan
dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan
kepercayannya. Namun, Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi
Kependudukan justru seakan membuka ruang untuk melegalisasi perkawinan beda
agama dengan cara mengajukan permohonan penetapan perkawinan ke Pengadilan
Negeri agar perkawinannya dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Adapun
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang inkonsistensi dalam
peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan beda agama serta akibat
hukum yang ditimbulkan dari adanya inkonsistensi norma tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, dengan spesifikasi penelitian
yang bersifat deskriptis analitis. Adapun jenis data yang digunakan yaitu data
sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan metode
analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi inkonsistensi
norma antara Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dengan Pasal 35 huruf
a Undang-Undang Administrasi Kependudukan terkait dengan pelaksanaan
perkawinan beda agama di Indonesia. Hal ini kemudian menyebabkan banyaknya
penafsiran yang berbeda di masyarakat, khususnya hakim dalam menetapkan
permohonan perkawinan beda agama. Adanya inkonsistensi tersebut juga berakibat
terhadap keabsahan perkawinan beda agama menjadi tidak sah, dan anak yang
dilahirkannya berstatus menjadi anak tidak sah. Hal ini menjadikan anak tersebut
tidak mempunyai hubungan nasab dengan orang tuanya, sehingga tidak berhak
untuk menjadi ahli waris.
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